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This study aims to determine and analyze the implementation of the Smart Indonesia 
Card (KIP) Program policy in realizing the right to education for underprivileged 
students in Tolowata Village, Ambalawi District, Bima Regency. The KIP Program is 
part of the government's efforts to ensure equitable and inclusive access to education, 
especially for underprivileged communities. The research method used was a 
qualitative approach, with data collection techniques through observation, in-depth 
interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of the KIP 
Program in Tolowata Village has made a positive contribution to improving access to 
education for students from underprivileged families. However, several obstacles 
remain, such as a lack of program socialization, delays in disbursement of funds, and 
inaccurate beneficiary data. This study concludes that although the KIP Program has 
been implemented and has had a tangible impact, evaluation and improvements are 
needed in the distribution and data verification mechanisms to optimally achieve the 
program's objectives. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan 
Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam mewujudkan hak pendidikan bagi siswa 
yang tidak mampu di Desa Tolowata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Program 
KIP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin akses pendidikan yang 
merata dan inklusif, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Metode penelitian 
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui 
observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa implementasi Program KIP di Desa Tolowata telah memberikan kontribusi 
positif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. 
Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi 
program, keterlambatan pencairan dana, serta data penerima manfaat yang belum 
sepenuhnya akurat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pelaksanaan 
Program KIP telah berjalan dan memberikan dampak nyata, perlu adanya evaluasi dan 
perbaikan dalam hal mekanisme penyaluran dan verifikasi data agar tujuan program 
dapat tercapai secara optimal. 
 

I. PENDAHULUAN 
Desa Tolowata, yang terletak di Kecamatan 

Ambalawi, Kabupaten Bima, merupakan salah 
satu wilayah yang menjadi fokus pelaksanaan 
program Kartu Indonesia Pintar (KIP). 
Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan 
oleh peneliti pada tanggal 17 Maret 2025, 
ditemukan sejumlah fenomena yang 
mengindikasikan adanya ketidaktepatan dalam 
pelaksanaan program ini. Beberapa siswa dari 
keluarga mampu secara ekonomi justru terdaftar 
sebagai penerima KIP, sementara siswa dari 
keluarga yang tergolong tidak mampu tidak 
terdaftar sebagai penerima. Selain itu, terdapat 
pula keterlambatan dalam pencairan dana serta 
kurangnya pengawasan dalam penggunaan dana 
bantuan karena mekanisme penyaluran 

dilakukan langsung melalui bank, sehingga pihak 
sekolah hanya berperan sebagai implementor 
dan sulit melakukan pemantauan penggunaan 
dana oleh siswa dan orang tua. Padahal, tujuan 
program ini adalah untuk membantu siswa 
miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan 
seperti buku, seragam, alat tulis, transportasi, 
uang saku, kursus tambahan, dan keperluan 
sekolah lainnya. 

Wilayah Desa Tolowata sendiri memiliki 
karakteristik sosial ekonomi yang unik, dengan 
mayoritas penduduknya berasal dari keluarga 
berpenghasilan rendah. Hal ini menjadikan Desa 
Tolowata sebagai lokasi yang sangat relevan 
untuk diteliti dalam konteks pelaksanaan 
program KIP dan dampaknya terhadap 
pemenuhan hak pendidikan siswa. Meskipun 
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tujuan program ini sangat mulia, dalam 
pelaksanaannya masih ditemukan berbagai 
tantangan, seperti minimnya sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai manfaat dan prosedur 
program KIP serta isu ketidakmerataan distri-
busi bantuan yang memunculkan ketidakpuasan 
di masyarakat. Sosialisasi program KIP kepada 
masyarakat merupakan langkah awal yang 
krusial dalam menjamin keberhasilan 
implementasi program ini. Tanpa pemahaman 
yang baik, banyak orang tua yang tidak 
menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan 
bantuan pendidikan untuk anak-anak mereka 
(Muhammad Saroni, 2021:15). Selain itu, siswa 
di daerah terpencil sering kali kesulitan 
mengakses fasilitas pendidikan meskipun 
mereka telah menerima bantuan dari KIP. 
Infrastruktur yang buruk, seperti jalan rusak dan 
sulitnya transportasi, menjadi hambatan nyata 
bagi siswa untuk pergi ke sekolah. Aspek lain 
yang tidak kalah penting adalah perlunya 
pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
program agar bantuan tepat sasaran dan tidak 
disalahgunakan. Hal ini menuntut keterlibatan 
aktif dari masyarakat, sekolah, dan lembaga 
terkait dalam proses monitoring dan evaluasi 
kebijakan. 

Program Kartu Indonesia Pintar sendiri 
merupakan salah satu kebijakan pemerintah 
yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap 
anak, khususnya yang berasal dari keluarga 
kurang mampu, dapat memperoleh akses 
pendidikan yang layak (Suhardi, 2021:77). 
Program ini memberikan bantuan dana 
pendidikan yang dapat digunakan untuk 
membiayai kebutuhan sekolah seperti buku, 
seragam, dan alat tulis. Dengan adanya KIP, 
diharapkan hambatan finansial tidak lagi menjadi 
alasan bagi anak-anak miskin untuk tidak 
sekolah. Pendidikan merupakan salah satu hak 
asasi manusia yang fundamental dan menjadi 
pilar utama dalam pembangunan bangsa yang 
layak (Sipa Aulia Hasnah, 2020:56). Dalam 
konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya 
berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas 
sumber daya manusia, tetapi juga menjadi 
instrumen penting untuk mengurangi 
kesenjangan sosial dan ekonomi. Namun pada 
kenyataannya, masih banyak anak-anak di 
Indonesia yang kesulitan mengakses pendidikan 
yang layak, terutama mereka yang berasal dari 
keluarga kurang mampu. Pembangunan 
pendidikan yang berkualitas merupakan strategi 
utama dalam melahirkan Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang unggul, menguasai ilmu pengetahuan 

dan teknologi, serta memiliki daya saing tinggi. 
Sejak tahun 2015, pemerintah telah menggulir-
kan kebijakan wajib belajar 12 tahun, mencakup 
pendidikan dasar 9 tahun dan akses ke 
pendidikan menengah. Namun, kebijakan yang 
memihak kepada kesejahteraan masyarakat ini 
belum sepenuhnya mampu mengurangi beban 
biaya pendidikan. Hal ini dikarenakan 
keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya 
ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi 
juga oleh bagaimana kebijakan tersebut 
diimplementasikan di lapangan. 

Kesempatan warga miskin untuk memperoleh 
pendidikan pun masih belum merata. Hadi 
Supeno (2020:79) menyatakan bahwa 
pendidikan yang awalnya merupakan jalan 
keluar dari kemelaratan, kini telah berubah 
menjadi alat dari sistem masyarakat kapitalis. 
Pendidikan hanya bisa dinikmati oleh mereka 
yang berasal dari kalangan menengah ke atas 
karena biaya yang mahal. Pendidikan seolah 
menjadi barang mewah yang tidak semua orang 
dapat jangkau. Pasal 34 UUD 1945 memang telah 
menjamin bahwa fakir miskin dan anak terlantar 
dipelihara oleh negara. Namun, jika dilihat dari 
kenyataan, kalimat tersebut hanya menjadi cita-
cita yang belum terwujud secara merata, 
terutama bagi masyarakat miskin. Muhammad 
Saroni (2013:8) juga menyatakan bahwa para 
pejabat politik, baik di tingkat pusat maupun 
daerah, lebih fokus pada kepentingan pribadi 
daripada menjalankan amanat untuk 
memperhatikan masyarakat miskin. Akibatnya, 
masyarakat miskin terpaksa berjuang sendiri 
dalam menghadapi sistem yang tidak berpihak 
kepada mereka. Masalah pembiayaan pendidikan 
pun menjadi salah satu kendala utama, 
khususnya bagi masyarakat dari lapisan 
menengah ke bawah yang hanya bisa menjadi 
penonton dalam arena pendidikan karena tidak 
mampu membeli "karcis" untuk duduk di kursi 
penonton yang nyaman. 

 
II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif deskriptif dengan tujuan mendeskripsi-
kan secara mendalam pelaksanaan kebijakan 
Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam 
mewujudkan hak pendidikan bagi siswa yang 
tidak mampu di Desa Tolowata, Kecamatan 
Ambalawi, Kabupaten Bima. Pendekatan 
kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan 
secara komprehensif proses dan makna 
pelaksanaan kebijakan dari perspektif para 
pelaku dan penerima manfaat. 
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Penelitian dilaksanakan di Desa Tolowata, 
Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima pada 
bulan Juni hingga Agustus 2024. Sumber data 
dalam penelitian ini terdiri dari Data primer, 
diperoleh langsung melalui wawancara dengan 
siswa penerima KIP, kepala desa, dan pihak 
sekolah. Data sekunder, diperoleh melalui 
dokumen resmi, literatur, arsip, serta data 
pendukung lainnya yang relevan dengan 
pelaksanaan program KIP. 

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, 
wawancara mendalam, dan dokumentasi. 
Observasi dilakukan secara langsung terhadap 
pelaksanaan kebijakan, wawancara digunakan 
untuk memperoleh informasi dari informan 
kunci, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan 
untuk melengkapi data melalui dokumen dan 
foto kegiatan. Subjek penelitian mencakup kepala 
desa dan siswa SD, SMP, serta SMA penerima 
manfaat KIP di Desa Tolowata. Pemilihan 
informan dilakukan menggunakan teknik 
purposive sampling, yakni memilih informan 
yang dianggap mengetahui secara mendalam 
tentang pelaksanaan program KIP. 

Analisis data menggunakan model interaktif 
menurut Sugiyono (2020) yang meliputi tiga 
tahapan: reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. Seluruh 
proses analisis dilakukan secara simultan selama 
pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan 
yang valid dan bermakna. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa 

Tolowata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten 
Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini 
memiliki jumlah penduduk sekitar 2.339 jiwa 
yang sebagian besar bekerja di sektor 
informal seperti petani, pedagang kecil, dan 
buruh harian. Kondisi sosial ekonomi 
masyarakat tergolong menengah ke bawah, 
sehingga keberadaan Program Kartu 
Indonesia Pintar (KIP) sangat membantu 
meringankan beban biaya pendidikan anak-
anak dari keluarga kurang mampu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pelaksanaan kebijakan Program KIP di Desa 
Tolowata berjalan cukup baik, meskipun 
masih menghadapi beberapa hambatan. 
Berdasarkan data lapangan, terdapat 110 
siswa penerima manfaat KIP yang tersebar 
pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Bantuan KIP 
dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan 
pendidikan seperti pembelian seragam 

sekolah, alat tulis, buku, transportasi ke 
sekolah, dan uang saku. Pemanfaatan dana 
tersebut sangat membantu siswa agar tetap 
bisa melanjutkan pendidikan tanpa terkendala 
ekonomi. 

Dalam pelaksanaan program, pemerintah 
desa berperan aktif sebagai penghubung 
antara masyarakat dengan dinas pendidikan 
dan pihak sekolah. Pendataan calon penerima 
manfaat dilakukan secara kolaboratif bersama 
pendamping sosial dan aparat desa untuk 
memastikan bahwa penerima KIP benar-
benar berasal dari keluarga tidak mampu. 
Selain itu, kegiatan sosialisasi program KIP 
juga dilaksanakan secara berkala di aula desa 
maupun sekolah untuk memberikan 
pemahaman kepada masyarakat mengenai 
tujuan, kriteria, dan cara penggunaan bantuan 
pendidikan tersebut. 

Namun, penelitian juga menemukan 
beberapa kendala utama, antara lain: 
1. Keterlambatan pencairan dana yang 

menyebabkan siswa tidak dapat segera 
menggunakan bantuan pada waktu yang 
dibutuhkan. 

2. Data penerima manfaat yang belum akurat, 
di mana masih ditemukan siswa dari 
keluarga mampu yang menerima bantuan, 
sementara siswa dari keluarga miskin 
belum semuanya terdata. 

3. Kurangnya pengawasan penggunaan dana, 
karena penyaluran dana langsung melalui 
rekening siswa menyebabkan sekolah sulit 
memantau penggunaannya. 

4. Minimnya sosialisasi lanjutan dari pihak 
dinas pendidikan yang membuat sebagian 
orang tua kurang memahami prosedur 
pencairan dan pelaporan penggunaan dana. 
 
Meskipun demikian, secara umum dampak 

program KIP di Desa Tolowata sangat positif, 
baik dari sisi sosial maupun pendidikan. Siswa 
penerima bantuan menjadi lebih termotivasi 
untuk melanjutkan sekolah, tingkat kehadiran 
meningkat, dan risiko putus sekolah menurun. 
Program ini juga menumbuhkan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya pendidikan 
sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh 
negara. 

 
B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, 
pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar 
(KIP) di Desa Tolowata dapat dikategorikan 
cukup efektif dalam membantu mewujudkan 
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hak pendidikan bagi siswa yang berasal dari 
keluarga kurang mampu. Hal ini sesuai 
dengan teori implementasi kebijakan publik 
yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle 
(dalam Nugroho, 2021), bahwa keberhasilan 
implementasi kebijakan sangat dipengaruhi 
oleh faktor-faktor seperti komunikasi, sumber 
daya, disposisi pelaksana, serta struktur 
birokrasi. 

Dalam konteks pelaksanaan KIP di Desa 
Tolowata, keberhasilan program banyak 
dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik 
antara pemerintah desa, sekolah, dan 
pendamping sosial PKH. Pihak sekolah turut 
berperan penting dalam mendata siswa calon 
penerima bantuan serta memantau 
perkembangan akademik mereka setelah 
menerima bantuan. Selain itu, pemerintah 
desa juga menjadi fasilitator utama dalam 
menyampaikan informasi program kepada 
masyarakat. 

Secara substansial, pelaksanaan KIP di desa 
ini telah memberikan kontribusi nyata 
terhadap peningkatan akses pendidikan. 
Program ini berhasil menekan angka putus 
sekolah, terutama di tingkat SMP, serta 
meningkatkan semangat belajar siswa karena 
mereka tidak lagi terlalu terbebani biaya 
sekolah. Dengan demikian, KIP tidak hanya 
berperan sebagai kebijakan sosial ekonomi, 
tetapi juga sebagai instrumen untuk 
menegakkan hak konstitusional warga negara 
dalam memperoleh pendidikan yang layak 
sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 
Pasal 31. 

Namun, temuan di lapangan juga 
menunjukkan bahwa efektivitas program 
masih terhambat oleh kendala administratif 
dan teknis. Beberapa faktor penghambat di 
antaranya adalah: 
1. Data penerima manfaat yang belum 

sinkron antara pemerintah pusat, dinas 
pendidikan, dan data desa. 

2. Kurangnya pengawasan dari pihak sekolah 
terhadap penggunaan dana bantuan. 

3. Minimnya evaluasi rutin dari dinas 
pendidikan terhadap pelaksanaan program 
di tingkat desa. 
 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

meskipun kebijakan KIP secara konsep sudah 
baik, namun implementasinya masih memer-
lukan perbaikan pada aspek pelaksanaan dan 
monitoring. Evaluasi berkala dan sistem 
pendataan berbasis digital yang lebih akurat 

perlu diterapkan agar sasaran program benar-
benar tepat. Selain itu, peningkatan sosialisasi 
dan pelatihan bagi aparat desa serta 
masyarakat penerima manfaat sangat penting 
untuk meminimalkan kesalahan dalam 
penggunaan dana bantuan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa Program Kartu Indonesia Pintar di 
Desa Tolowata telah berperan signifikan 
dalam mewujudkan hak pendidikan bagi 
siswa dari keluarga tidak mampu, namun 
masih memerlukan peningkatan dalam aspek 
administrasi, koordinasi, dan pengawasan 
agar pelaksanaannya lebih efektif, transparan, 
dan berkelanjutan. 

 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan kebijakan Program Kartu 
Indonesia Pintar (KIP) di Desa Tolowata, 
Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima telah 
berjalan cukup efektif dalam membantu siswa 
dari keluarga kurang mampu memperoleh 
hak pendidikan. Program ini berkontribusi 
nyata dalam meringankan beban ekonomi 
orang tua, meningkatkan partisipasi sekolah, 
serta menurunkan angka putus sekolah. 
1. Keberhasilan pelaksanaan program di-

dukung oleh kerja sama antara pemerintah 
desa, pihak sekolah, dan pendamping sosial 
dalam proses pendataan, verifikasi, serta 
sosialisasi. Namun, efektivitas program 
masih terkendala oleh beberapa faktor 
seperti keterlambatan pencairan dana, 
ketidaktepatan data penerima, dan kurang-
nya pengawasan penggunaan bantuan. 

2. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan 
sistem pendataan dan koordinasi 
antarinstansi, serta penguatan sosialisasi 
dan evaluasi berkala agar pelaksanaan KIP 
semakin tepat sasaran dan berkelanjutan 
dalam mewujudkan pemerataan hak 
pendidikan bagi seluruh anak di Desa 
Tolowata dan wilayah lainnya. 
 

B. Saran 
Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, 

disarankan agar pihak sekolah, pemerintah 
desa, dan instansi terkait meningkatkan 
koordinasi dan integrasi sistem pendataan 
penerima Program Kartu Indonesia Pintar 
(KIP). Pendataan harus dilakukan secara 
berkala dan menyeluruh agar siswa yang 
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benar-benar layak menerima bantuan dapat 
terakomodasi secara tepat sasaran. 
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